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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil kuesioner dalam pembahasan mengenai pengaruh 

akuntabilitas publik dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kinerja 

pemerintah daerah (survey pada OPD Kota Bandung), dapat ditarik kesimpulan 

sebagai berikut: 

1. Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berpengaruh terhadap Kinerja 

Pemerintah Daerah (survey pada OPD Kota Bandung), dimana semakin 

tinggi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah akan membuat Kinerja 

Pemerintah Daerah (survey pada OPD Kota Bandung) akan meningkat. 

Keterlibatan dalam Sistem Akuntansi Keuangan Daerah yang baik terwujud 

dengan keterlibatan para pegawai dalam pencatatan. 

2. Good Governance berpengaruh terhadap Kinerja Pemerintah Daerah 

(survey pada OPD Kota Bandung), dimana semakin tinggi Good 

Governance akan membuat Kinerja Pemerintah Daerah (survey pada OPD 

Kota Bandung) akan meningkat. Keterlibatan dalam Good Governance 

yang baik terwujud dengan keterlibatan para pegawai dalam menerepkan 

prinsip-prinsip Good Governance. 
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5.2 Saran   

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mencoba memberikan beberapa saran 

yang diharapkan dapat bermanfaat dan sebagai bahan pertimbangan bagi pegawai 

pada Dinas Pemerintah Kota Bandung ataupun peneliti selanjutnya, antara lain:  

1. Sistem akuntansi keuangan daerah yang baik dapat dinilai dari beberapa 

point tangggapan penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah 

dalam menangani sistem akuntansi keuangan daerah, seperti menerapkan 

prinsip-prinsip sistem akuntansi keuangan daerah dan juga di adakannya 

pelatihan terhadap kinerja pemerintah daerah dalam melakukan pencatatan 

laporan keuangan yang benar sesuai prinsip-prinsip sistem akuntansi 

keuangan daerah agar tidak terjadi kesalahan lagi dalam pencatatan.  

2. Good Governance yang baik dapat dinilai dari beberapa point tangggapan 

penanganan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam menangani 

Good Governance, dengan merapan prinsip-prinsip good governance  

membantu pemerintah dalam mengatasi supremasi hukum yang merugikan 

dan juga di adakan rapat tertutup setiap kinerja pemerintah daerah.  


